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BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan aparatur yang profesional serta memahami
tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi
yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efeldif, stabil
dan dinamis, Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur
indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintan,

Perencanaan Strategis merupakan suatu  sistem  yang
dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik spesifik organisasi,
Perencanaan strategis dijadikan instrumen yang akan membantu
pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh
sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Bahwa
perencanaan strategis ini dalam penyusunannya dijiwai oleh visi dan
misi Pemnerintah Kabupaten Cianjur dengan motto Menjadikan Clanjur
Lebih Maju dan Agamis.

Demikian pentingnya peranan Perencanaan Strategis bagl
organisasi sehingga perlu dirumuskan secara formal untuk dapat
diketahui oleh seluruh komponen organisasi serta untuk bahan
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Unsur-unsur yang
terdapat pada suatu rumusan Perencanaan Strategis adalah :

(1) memuat keputusan untuk waktu yang akan datang
[2) merupakan proses
(3} sebagai filosofl organisasi

terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur dengan baik. Sesuai dengan
tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu setiap 5 (lima) tahun akan menetapkan Rencana Strategis
yang akan dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan pokok
maupun penunjang di bidang pelayanan. Yang dimaksud dengan
kegiatan pokok adalah keglatan pemberian fasilitasi dan
penyelenggaraan perijinan dan penanaman modal, sementara kegiatan
penunjang adalah kegiatan yang bersifat pelayanan administratif,
penvediaan sarana dan prasarana pelayanan serta penyediaan
dukungan peralatan dan personil. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan
baik berupa kegiatan pokok maupun penunjang dikategorikan ke dalam
heberapa program yang pada akhirnya aken menunjang pencapaian
kebijakan vang telah ditetapkan oleh organisasi. Rencana Strategis yang
dimaksudkan dalam dokumen ini adalah memuat keputusan-
keputusan strategis sesuai dengan mandat dan ruang lingkup tugas
dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu vang dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan pencapaian
tujuan organisasi,

1.2 Landasan Hukum
Landasan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
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140,
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12.

13.

14.

1%

Undang-undang MNomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
kepegawaian

Undang-uncang Nomor 10 Tahun 2004 tentang P=mbentukan
Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomer 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
1137), scbagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang NWomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian
urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah
provinst dan pemerintah daerah kabupaten /kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi
perangkat daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,
tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan daerah;

Peraturan Presiden No.27 Tahun 2009 tentang pelayanan
terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
pedoman penyelenggaraan terpadu satu pintu,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang
pedoman nomenklatar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

Surat Edaran Mendagri No, 500/1191/V/BANGDA tanggal 8 juni
2009 tentang penvempurmnaan panduan nasional tentang
pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur;

. Peraturan Bupati Nemeor 50 tahun 2016 tentang 3Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Dasrah
di Lingkungan Kabupaten Cianjur;

Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2016 tentang Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Cianjur;

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu.
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1.3 DMaksud Dan Tujuan

Maksud penetapan Rencana Strategis 1m1 adalah untuk

memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kégiatan bagi unit-unit
organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dalam mencapai keadaan vang diinginkan dalam kurun waktu 5
{lima) tahun.

Tujuan penetapan Rencana Strategis ini adalah :

L.

Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan
organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber
daya secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi;

2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja

yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja
oTEanisasl;

3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian
tujuan organisasi.

4. Sebapai dasar penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayvanan Terpadu Satu Pintu.
1.4 Sistimatika Penulisan

Sistemnatika dalam penulisan Rencana Strategis ini adalah :
1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra
DPMPTSP, fungsi Rensira DPMPTSP dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah.
1.2 Landasan Hukuam
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peracuran
lainnya
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang meksud dan tuuan dan
penyusunan Renstra DPMPTSP
1.4 Sisternatika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra
DPMPTSP, serta susunan garis besar 181 dokumen.
[I. GAMBARAN PELAYANAN DPMPTSP
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DPMPTSP
Memuat informasi tentang peran (tugas dan [ungsi)
DPMPTSP dalam penyelenggaraan urusan pemerintah
daerah,meluas secara nngkas apa saja yang dimilika
DPMPTSPdalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas
DFMFTSP yang telah dihasilkan melalai pelaksanaan
RPIMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-
hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu
diatasi melalui Renstra DPMPTSP ini,
2.2 Sumber Daya DPMPTSP
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya
vang dimiliki DPMPTSP dalam menjalankan tugas dan
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2.3

.4,

fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal
dan unit usaha masih operasional.

Kinerja Pelayanan DPMPTSP

Bagian ini menunjukan tingkat capalan kinerja
DPMPTSPberdasarkan sasaran/target Renstra
DPMPTSPperiode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan
wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan DPMPTSP
dan/atau indikator lainnya seperti MDGS atau indikasi
yang telah diratifikasikan oleh pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan DPMPTSP
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra
DPMPFTSP dan Renstra DPMPTSP telaghan terhadap RTRW,
dan hasil analisis terhadap KLHS vang berimplikasi sebagai
tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan
DPMPFTEP pada  lima tahun mendatang bagian
mengemiukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
kebutuhan pelayenan, dan arahan lokasi pengembangan
pelayanan yang dibutuhkan,

[1l. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP

31,

3.2

2.3

3.4.

3.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan DPMPTSP.
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-
permasalahan-permasalahan pelayanan DPMPTSPheserta
faktor-faktor vang mempengaruhinya.
Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih.
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat atau faktor-faktor pendorong dari pelayanan
DPMPTSPyang mempengaruhi psrmasalehan pelayanan
DPMPTSP ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra
Kementerian ataupun Renstra SKPD mempengarahi
permasalahan pelayanan DPMPTSP ditinjau dari implikasi
RTRW dan KLHS,
Telahaan Renstra K/L dan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat  atavpun  faktor-faktor pendorong darl
pelayanan DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan DPMPTSP ditinjau dari sasaran jangka
menengah Renstra Kementrian ataupun Renstra DPMPTSP.
Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayvah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor
penghambat dan pendorong dari pelayanan
DPMPTSPmempengariihi permasalahan pelavanan
DPMPTSPyang mempengarahi permasalahan  pelayanan
DPMPTSP ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS,
Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian direview kembali faktor-faktor dari pelayanan
DPMPTSP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
DPMPTSPyang mempengaruhi permasalahan pelayanan
DPMPTSPditinjau dari :
1. Gambaran Pelayvanan DFMPTSP
2. Basaran jangka menengah Renstra DPMPTSP
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSP
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMFTSP

IV. TUJUAN DAN SASARAN
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4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP

Tujuan pelaksanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penjabaran misi
yang telah ditetapkan,untuk selanjutiiya sesuai fungsi dan
tugas didistribusikan menurut bidang tugas jabatan.
Sasaran pelaksanaan kegiatan merupakan penjabaran
tujuan vang telah ditetapkan hasilnya secara kualitatif
maupun kuantitatif

V. STRATEGI DAN ARAH KEBLJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang
dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-
Program.

Kehijakan sesuai dengan Rencana Strategi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

V1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja DPMPTSP yang
secara langsung menunjuk kinerja yang akan dicapai DPMPTSP
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran,dan pendanaan
indikatif.

VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini kemukakan indikator kinerja DPMPTSP yang
secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai
DPMPTSP dalam lime tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VI PENUTUFP
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BAB Il
GAMPBARAN PELAYANAN DPMFPTSP
2.1 Tugas Fungsi, dan Strukiur Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Perangkat
Daerah Kebupaten Cianjur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas membantu Bupati
dalam melaksenakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal
dan penvelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Untulk melaksanakan tugas tersebut, sesuai Peraturan Bupat Cianjur
Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit
Organisasi Dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP mempunyai fungsi schagai berikut :

Kedudukan

(1} Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
penanaman modal, serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintg,

() Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Seleretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan di bidang penanaman modal, serta penyelenggaraan
pelayanan perizinan terpadu.

(2y Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
avat (1) berfungsi:

a. Perumusan kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan,
pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pelayanan
perizinan terpadu;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang
penanaman modal, serta penyelenggaraan pelayanan perizinan
terpadu;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas secsual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Pelaksanaan [ungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Organisasi
Unsur-unsur organisasi Dinas adalah sebagai berikut :
a. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
b. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris Dinas; dan
¢, Unsur Pelaksana adalah Kepala Bidarg, Sub Bagian, Kepala
Seksi, Tim Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional,
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Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, adalah sebagai berikut : =

a.
b.

Kepala;

Sekretariat, membawahkan:

b.1. Subbagian Perencanaan;

b.2 Subbagian Keuangan;

b.3 Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Bidang Penanaman Modal, membawahkan:

c.1, Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal:

G, Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerjasama;

c.2 Seksi Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan:

Bidang Data, Sistern Informasi, Peningkatan Layanan Dan

Penanganan Pengaduan membawahkan:

d.l. Seksi Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;

d.2. 3eksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan;

d.3. Seksi Penanganan Pengaduan:

Bidang Peizinan dan Non Perizinan, membawahkan:

e.1. Beksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Pembangunan;

e.2. Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Ekonomi;

e.3. Seksi Penyimpanan Arsip dan Dokumen:
UPTD;

Kelompok Jabatan Fungsional,

Uraian Tugas Pokolk dan Fungsi
Kepala
(1) Kepala bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daecrah dan tugas
pembantuan dibidang penanaman modal dan penyelenggaraan
pelayanan terpadu satu pintu,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala berfungsi:

a. Penyusunan dan penetapan rencana strategis, Rencana Kerja
Tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas;

b. Penyusunan dan penetapan Laporan Aloanmabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, laporan Penyelenggaraen Pemerintah
Daerah Dinas:

¢. Perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan
kegiatan  pengelolaan  dibidang  penanamanmodal dan
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis
operasional bidang penanaman modal dan penyelenggaraann
pelayanan terpadu saty pintu;

e, Penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil Negara, keuangan,

perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah / Negara,

rumah tangga, dan penatausahaan Dinas;

Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan

fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang penanaman modai dan

penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

E. Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi terhadap
pengelolaan UPTD; dan

=y
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h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
sesua0 dengan bidang tugasnya,

Sekretariat

(1] Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

(2} Sekretaris sebagaimana dimaksud pada avat (1) bertugas membant
Kepala dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang
meliputi pengkoordinasian perencanaan program, cvaluasi dan
pelaporan, penglolaan wurusan umum, perlengkapan, kepegawaian
serta pengelolaan keuangarn,

{3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimalksud pade ayat
(2], Sekretars berfungsi:

a. Penyusunan program keria dan rencana anggaran Sekretariat;

b. Pengkocrdinasian dan penyiapan bahan penyusunan rencana
strategis, program serta kegiatan dan anggaran dinas;

¢. Pengkoodinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
umum pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan
penyelenggaraan pelayanan terpadu sastu pintu;

d. Pengelolaan wrusan administrasi umum, rumah tangga,
hubungan masvarakat dan keprotokolan;

e, Pengkoordinasian  pengelolasan  administrasi  kepegawaian
penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan
administrasi Keuangan;

f. Pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokumentasian  peramuran  perundang-undangan | vang
berlakuy;

g. Pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan kegiatan Dinas;

h. Pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan program dan kegiatan dinas sesuai  dengan
kKetentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan
Dinas;

J. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan
Sekretariat;

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4} Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Sekretanat membawahkan:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Perencanaan

(1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

(2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1] bertugas
membantu  Sekretaris dalam melakukan penyviapan bahan
penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan program dan anggatan Dinas.

3] Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2], Kepala Subbagian Perencanaan berfungsi:
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a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;

b. Penyiapan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
tahunan Dinas;

c. Penylapan dan penyusunan rencana kerjg anggaran, dekloumen
pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan
BNEEAran;

d. Penylapan dan penyusunan penetapan kinerja,

e. Penyiapan dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan
penyelenggaraan pemerintah dacrah sebagai bahan
pertanggungjawaban kegiatan Dinas;

f. Penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas;

g. Penyiapan bagan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program
dan kegiatan Dinas;

h. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbag
Perencanaarn;

i, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag
Perencanaan;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan

(1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.

(2] Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan dan penyiapan
bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan
pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan,
pengelolaan asset, serta penyiapan bagan tanggapan pemeriksaan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Subbagian Keuangan berfungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;

b. Fenyiapan bagan dan penyusunan re;icana anggaran pendapatan
dan belanja tidak langsung serta belanja langsung;

c. Pelaksanaan penatausahasn dan perbendaharaan keuangan
anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung,

d. Pelaksanaan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan
dartah serta pembayarannya;

¢. Pelaksanaan  penelitian  kelengkapan  surat  permintaan

pembayaran langsung pengadaan barang dan jase Yyang

disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan

diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan,

f. Pelaksanaan penelitian  kelengkapan  surat  permintaan
pembayaran uang persediaan, surat permintaan pembayaran
tambahan unang dan surat permintaan pembayaran langsung gaji
dan tunjangan pegawai negeri sipil serta penghasilan lainnya
yang ditctapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang diajukan pelh bendahara pengeluaran,

g. Penghimpunan danpenyiapan bahan penyusunan konsep Surat
Keputusan Kepala tentang pengangkatan pejabat pelaksana
teknis kegiatan, pejabat penatausahaan keuangan dan pembantu
bendahara;

h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan
tahunan;
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i, Pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

j. Penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa, rencana
kebutuhan dan pengadean perlengkagan, peralatan serta
inventaris dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

k. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tuges bawahan seecara berkala di lingkungan
Subbag Keuangan,

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan ESubbagian
Keuangan; dan

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian.

(2| Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu Sekretaris dlam melakukan urusan surat menyurat,
pelaksanaan kearsipan dan ckspedisi, pengelolaan urusan rumah
tangga dan perlengkapan kantor, penyelenggaraan urusan
perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan
administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsipnal, dan
evaluasi kinerja aparatur sipil negara.

(3) Untuk menyelenpggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2}, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian berfungsi:

a. Penyusunan rencana keegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawailan;

b, Pelaksanaan pemberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan
protokol, kearsipan, perpustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis
unit kerja;

¢. Pelaksanasn pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas;

d, Pelaksanaan penyiapan rencana pegawai untuk mengikuti
pendidikan / pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;

e, Pelaksanaan fasilitasi penyiapan rencana pegawal yang akan
mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar;

f. Pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi : usul
kenaikan pangkat, penilaian prestasi kinerja pegawai negeri sipil,
daftar urut kepangkatan, sumpah/janji pegawai, usul kebutuhan
formasi, mutasi/ penempatan staf, pembinaaan pegawai, kenaikan
gaji berkala, usul pension, cuti dan registrasi kepegawaian;

g. Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga (kebersihan,
keamanan ketertiban, dan keindahan) dan perlengkapan kantor
di lingkungan dinas;

h. Penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian
peraturan perundang-undangan;

i. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan urusan perpustakaan,
informasi dan dokumentasi Dinas;

j. Pelaksanaan [asilitasi penilaian prestasi kerja di linglungan
Dinas;

k. Pelaksenaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan sccears berkala di lingkungen
Subbag Umum dan Kepegawaian;

|. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbag Umum dan
Kepegawaian; dan
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Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sckretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penanaman Modal - )

(1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2] Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu Kepala dalam memimpin penyusunan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis bidang penanaman modal.

(3] Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat
(2], Kepala Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi;

.

b.

.

E:

h.

Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang
Penanaman Maodal,

Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis di bidang penanaman modal;

Penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalahan di bidang penanaman modal;

. Penyiapan bahan keordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas

di bidang penanaman modal;

. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang penanaman

modal;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang
Penanaman Modal;

Pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Penanaman
Modal; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh Kepala
sesual dengan tugas dan fungsinya.

{4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2),
Bidang Penanaman Modal membawahkan:

B
b.
2,

Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal,
Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerjasama;
Qeksi Pembinaan, Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan

Selksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal

(1) Seksi Verifikasi dan Pengplahan Data Penanaman Modal dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi,

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada avat (1), bertugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitas
selaksanaan verifikasi dan pengolahan data penanaman modal.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2], Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal

berfungsi;

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Verifikasi dan Pengolahan
Data Penanaman Modal;

b. Penyusunan bagan penyusunan petunjuk teknis dan
pelaksanaan operasional kegiatan verifikasi dan pengolahan data
penanaman modal;

¢. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan data dan
informasi penanaman modal;

d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data system pelayanan
informasi dan perijinan investasi secara elektronik;

e. Penuajian dan pelaksanaan sosialisasi data dan informasi, serta

penyiapan Bank dan back up Data;
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[. Pelaksanaan  verifikasi dan pengolahan data terhadap
permohonan  ijin-ijin pelaksanaan penanaman modal dalam
rangka PMA/PMDN sesuai  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

g. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan smt,em informasi
penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi
penanaman modal pada instansi yvang menangani penanaman
modal di provinsi dan di pusat;

h. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan, dan realisasi
penanaman modal vang berada di Daerah;

i, Pemberian penilaian permohonan PMDN dan PMA dan pembenan
rekomendasi persetujuan penanaman modal;

j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal;

k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Verifikasi dan

Pengolahan Data Penanaman Modal; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan fugas dan fungsinya.,

Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerja Sama

(1) S8eksi Promosi, Pengembangan dan Kerja Sama dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
membantu Kepala Bidangdalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan promosi, pengembangan dan kerja sama penanaman
modal.

{3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
|2), Kepala Seksi Promosi, Pengembangan dan Kerja Sama berfungsi:
4, Penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi, Pengembangan dan

Kerja Sama;

b, Penuiapan bagan penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan
operasional kegiatn informasi, promosi dan kerja sama investasi;

¢. Penyusunan bagan perumusan kebijakan teknis promosi baik
PMDN dan PMA.

d. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi, kompilasi, pengolahan,
analizsis, menyimpulkan dan menganalisa sumber daya daerah
sebagai database potensi/peluang mnvestasi dan bisnis yang
memiliki prospek;

&, Pelaksanaan analisis terhadap sumber daya alam lainnya yang
dijadikan potensi unggulan dan skala prioritas Daerah,;

f. Pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian dan kerja sama luar
negeri kepada aparatur dan dunia usaha;

g. Pelaksanaan promosi penanaman modal dacrah baik di dalam
daerah maupun luar negeri;

h. Pelaksanaan tindak lanjut hasil procmosi dengan pihak-pihak
vang ingin mengadakan investasi;

1. Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga/atau  pihak kertiga dalam rangka
pelaksanaan investasi;

j- Pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan pembuatan
bagan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media
cetak maupun media elektronik;

k. Pelaksanaan pendataan aset investasi;
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(1) Bidang Data, 3Sistem Informasi. Peningkatan Layanan dan
Penanganan Pengaduan dipimpin cleh seorang Kepala Bidang.

(2] Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1] bertugas
memimpin penyusunan perumusan dan péelaksanaan kebijakan
teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan
pengelolaan data, sistem  informasi, peningkatan layanan dan
penanganan pengaduan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
{2), Kepala Bidang Data, Sistern Informasi, Peningkatan Layanan dan
Penanganan Pengaduan berfungsi:

a. Penyusunan program kerja dan rencana anggaran Bidang Data,
sSistern  Informasi, Peningkatan Layanan dan Penanganan
Pengaduan;

b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan perumusan kebijakan
teknis dibidang pengeloiaan data, sistem informasi, peningkatan
layanan dan penaganan pengaduan,;

v, Penviapan dan penyajian data dan informasi mengenai potensi
serta permasalhan di bidang pengelolaan data, sistem informasi,
peningkatan layanan dan penanganan pengacduan,

d. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis dinas
di bidang pengelolaan data, sistem informasi, peningkatan
layanan dan penanganan pengaduan

e. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di  bidang
pengelolaaan data, sistemn informasi, peningkatan layanan dan
penanganan pengaduan;

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawsahan secara berkala di lingkungan Bidang
Data, Sistem Informasi, Peningkatan Layanan Dan Penanganan
Pengaduan;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Data,
Sistern  Informasi, Peningkatan Layanan Dan Penaganan
Pengaduan, dan

h. Pelaksansan tugas kedinasan lain vang diberikan oleh Kepala
sesual dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2],
Bidang Data, BSistem Informasi, Peningkatan Layanan dan
Penanganan Pengaduan membawahkan:

a. Seksi Data, Sistemn Informasi dan Pelaporan Layvanan;

b. Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Lavanan;

c. Seksi Penanganan Pengaduan.

Seksi Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan

(1) Seksi Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh
scorang Kepala Selksi,

(2] Kepala Seksi sebapaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pengelolaan data, sistem informasi dan pelaporan
layanan,

|3} Untuk menyelengaarakan tugas secbagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Seksi Data, Sistemn Informasi dan Pelaporan Layanan
berfungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data, Sistem Informasi dan
Pelaporan Layanan,

b. Pengumpulan, pengeolahan dats dan informasi, inventarisasi
permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan vang
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berhubugnan dengan upava penyelenggaraan layanan dan sistem
pelaporan;

¢. Penyusunan laporan harian, bulanan, semesteran, dan tahunan,
hasi pemrosesan pelayanan perijinan dan pefianaman. modal;

d. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan public secara berkala melalui website pemerintah
daerah;

=, Pelaksanaan pengawasan atas berjalannya program aplikasi
pelayanan terpadu,

f, Pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan
secara periodik sistem informasi manajemen pelayanan perijinan
terpadu;

g. Pelaksanaan penyusunan database perijinan dan pemeliharaan
database perijinan;

h, Pelaksanaan inventarisasi, klasifikasi, dan dokumentasi naskah
ijin, serta hasil kegiatan pelayanan perijinan dan penanaman
muodal;

5. Pengolahan dan penyusunan laporan statistic perijinan;

i. Pengelolaan data investasi perifinan penanamanmodal dan
informasi lainnva terkait layanan public baik secara manual |
maupun elektronik; 1

k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Data, Sistem Informasi dan Pelaporan Layanan;

|. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Data, Sistem
Informasi dan Pelaporan Lavanan; dan

. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan

(1} Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan dipimpin cleh secrang
Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan layanan.

i3) Untuk menvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2], Kepala Seksi Penyuluhan dan Peningkatan Layanan berfungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyuluhan dan
Peningkatan Layanan;
b. Penyediaan dan pengadaan bahan-bahan dan material untuk
sosialisasi perijinan;

Pelaksanaan sosialisasi pelayanan perijinan kepada masyarakat;

d. Pembinaan teknis pengembangan kapasitas sumber daya
manusia;

e. Penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Penanaman Modal
dan Pelayanan Perijinan;

{. Penyusunan dan evaluasi Standar pelayanan minimal, standar
operasional prosedur, standar pelayanan publik dan indeks
kepuasan masyarakat penanaman modal dan pelayanan
perijinan;

g. Penyusunan rencana produk-produk regulasi terkait pelayanan
perijinan,

h. Pengkajian dan analisa berbagai permasalahan vang berkaitan
dengan peningatan pelayanan perijian;

L
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i Pelaksanaan monitoring, cvaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Penyuluhan dan Peningkatan Layanan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan keglatem Seksi Penyuluhan
dan Peningkatan Layanan; dan

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penanganan Pengaduan

(1) Seksi Penanganan pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Sckasi

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dertugas
membantu Kepala Bidandg dalam melaksanakan penyiapan bagan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pelayanan penanganan pengaduan perijinan.

{3} Untuk menyelenggarakan fugas sevagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Seksi Penanganan Pengaduan berfungsi:

a, Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanganan Pengaduan;

b. Pengendalian pelayanan pengaduan masyarakat di bidang
penanaman medal dan pelayanan perijinan melalui surat, ketak
pengaduan, telepon, sms dan email;

¢, Pelaksansan pelayanan dan penyelesaian pengaduan penanaman
modal dan pelayanan perijinan;

d. Penyelesaian  atas penyimpangan ketentuanpelaksanaan
pelayanan investasi dan perijinan;

= Pelaksanaan koordinasian dengan Dinas teknis untuk mencapai
keseragaman gerak dan sinkronisasi dalam penyelesaian

pengaduan;

f Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Penanganan Pengaduan;

g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penanganan
Pengaduan; dan

Pelaksannan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perizinan dan Non Perizinan

(1) Bidang Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.

(2) Kepala Bidang scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu Kepala dalam memimpin penyusunan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan dan pelalyanan perizinan dan non
perizinan.

(3) Untuk menyvelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
{2}, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan berfungsi:

. Penyusunan program kerja dan rencana Anggaran Bidang
Perizinan dan Non Perizinan;

b. Pengkoordinasian dan penylapan bagan perumusan kebijakan
teknis di Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;

¢. Penyiapan dan penyajian data dan informasi mengenai potens:
serta permasalahan di bidang penyelenggaraan perizinan dan non
Penginan,

d. Penyiapan bagan koordinasi penyusunan kebijakan teknis Dinas
di bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;

« Pelaksanaan pembinaan teknis operasional di  bidang
penyelenggaraen perizinan dan non perizinan;
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f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Bidang
Perizinan dan Non Perizinan; .

g Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Perizinan
dan Non Perizinan; dan

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut pada ayat (2,

Bidang Perizinan dan Non Perizinan membawahkan:

a. Scksi Penelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Pernbangunan;

o, Sekst Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Ekonomi;

c. Seksi Penyimpanan Arsip dan Dolkumen.

Seksi Penyelenggaran Perizinan dan Non Perizinan Bidang

Pembangunan

{1) Seksi Penyelengparaan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

2] Kepala Seksi sebagaimaan dimaksud pada ayat (1), bertugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penviapan bahan
perumusan kebyalan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
penyclenggaraan perizinan dan non perizinan bidang pembangunan.

(3] Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2], Kepala Seksi Penyelenggaraan) Perizinan dan Non Perizinan
Bidaeng Pembangunan berfungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelenggaraan Perizinan
dan Nen Perizinan Bidang Pembangunan;

b. Pemrosesan dan penerbitan perijinar dan non perijinan bidang
pembangunan dengan asas mudah, cepat, transparan, dan sesuai
dengan standar pelayanan prima,

c. Penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk kegiatan
pemertksaan lapangan dan/atau peninjauan lokasi perijinan dan
non pénjinan bidandg pembangunan;

d. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan dan penetapan berita acara
pemeriksaan lapangan bersama tim teknis perijinan;

e. Pemrogesan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atas
perijinan dan non perijinan bidang pembangunan;

f. Pelaksansan monitoring dan evaluasi hasil pemrosesan perijinan
dan non perijinan bidang pembangunan, baik yang dapat
diterbitkan maupun yang ditolah sesuai dengan standar
pelayanan;

g Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawshan secara berkala di lingkungan Seksi
Penyelenggaaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Pembangunan;

h. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan  kegiatn  Seksi
Penyelenggaraan  Perizinan dan Non  Perizinan Bidang
Pembangunan;

I, Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang
Ekonomi

(1) Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
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|2} Kepala Scksi scbagsimana dimaksud pada ayat (1), bertugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kcbua}:nn teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
penyelenggaraan perizinan dan non perizinan bidang ekonomi.

{3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
[2), Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
Bidang Ekonomi berfungsi:

H.

b.

Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyelenggaraan Perizinan
dan Nen Perizinan Bidang Ekonomi,

Pemrosesan dan penerbitan perijinan dan non perijinan bideng
ekomomi dengan asas mudah, cepat, transparan, dan sesuai
dengan standar pelayanan prima,

Penvediaan fasilitas, sarana dan prasarana untuk kegiatan
pemeriksaan lapangan dan/atau peninjauan lokasi perijinan dan
non perijinan bidang ekonomi;

. Pelaksanaan pemeriksaan lapangan danpenetapan berita acara

pemeriksaan lapangan bersama tim teknis perijinan;

. Pemrosesan surat ketetapan retribusi daerah atas perijinan dan

non perijinan bidang ekonomi;

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pemrosesan perijian
dan non perijinan bidang ekonomi, baik yang dapat diterbitkan
maupun yang ditolak sesuai dengan standar pelayanan;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Penvelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi;
Pelaksanaan evaluasi dan  pelaporan  kegiatan  Scksi
Penyelenggaraan Perizinan dan Non Periziran Bidang Ekonomi;
dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang dengan tugas dan fungsmyanya.

Seksi Penyimpanan Arsip dan Dokumen

(1] 3cksi Penyimpanan Arsip dan Dokumen dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi,

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada avat (1), bertugas
membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan
perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan penyimpanan arsip dan dokumen perizinan.

i3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2}, Kepala Seksi Penyimpanan Arsip dan Dokumen berfungsi:

B,

b.

C.

Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penyimpanan Arsip dan
Dolumen;

Penyiapan bahan perumusan pedoman dan petunjuk teknis
penyvimpanan arsip dan dolumen perizinan;

Pelaksanaan penyimpanan. pemeliharaan dan pengamanan
dokumen perijinan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

. Pelaksanaan penyiapan bahan evaluasi dan laporan dan

penvimpanan dokumen perijinan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Seksi
Penyimpanan Arsip dan Dokumen;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Scksi Penyimpanan
Arsip dan Dokumen; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
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UPTD

(1] Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang pada Dinas dapat dibentuk UFTD.

(2) KEetentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata
kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

Kelompok Jabatan Fungsional

(1) Pada Dinas dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai
dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

13) Kelompok Jabatan Fungsional ierdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yvang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya.

(4] Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dikoordinasiken olch tenaga fungsional senior yang
ditunjuk cleh Kepala.

|5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya DPMPTSP

Jumlah pegawai yang terisi sampai dengan tahun 2019 sebanyak
27 orang PNS dan 12 orang Non PNS, dan sarana prasarana yang
dimilik dengan rinecian sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

' Sarjana Doktor 53

[ 1 1

|2 | Sarjana Magister 52 7

|3 Sarjana 51 15
4 LDiploma /D3 - B
o SMA /sederajat — 11

f Jumlah Total 34

Jumlah Pega
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Sarana Prasarana

1 | Mobil = 8
2 | Motoxr 12
3 [ Mesin Tik 3
4 | Mesin Hitung Besar 1
| 5 | Mesin Penghancur Kertas (5]
| & |Layar OHF 1 B
| 7 | Tabung Gas = 1
8 | Kompor Gas 1 |
|9 | Dispenser 3 =
10 | Kulkas 2 )
11 | Lemari Kayu Dua Pintu 2
12 | Filling Kabinet 3
._5.';5__.__1:%1?31'!. Visi Misi 18
14 EE}E%{_‘E“H_EimE_IiﬂllT.ﬂI' 32
| 15 | Brankas 3 2
| 16 | AC ¥
| l'F_I_T:lcv'.si a
18 | Komputer PC 20
| 19 | Komputer P *ﬂu:rtul::n:lﬂl-i 21
| E | Komputer Ta blet/ TAB
21 | Printer
| 22 | Hardisk Eksternal

| 23 | Scanner

| 24 | Meja Kerja 1 Biro
25 | Meja Kerja 1/2 Biro
26 | Meja Kerja Biasa
27 | Meja Komputer

28 | Rak Buku !
| 29 | Kursi Tunggu

30 | Kursi Kerja

31 | Kursi Rapat

32 | Lemari Kayu
33 | Meja Tulis Kantor
34 | Leman Besi

35 | Mesin Faximile
36 | Wireless /Speker
37 | Proyektor

| 38 | kamera

39  Handycamp
40 | Sound System

| 41 | GPS

| 42 | Perangkat CCTV

| 42 | Kompas/Peralatan Navigasi

._.,._.;,_;,._.HMH_umE1EEU|E@HEEMHWE@
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Uraian dapat dilihat pada gambar struktur organisasi dan tabel
berikut:

| Rt DAL BIOANG PERIZINAN &
| BIDANG PENANALIAN = mﬂ.m | o
TR TN cmrcraes | bl )
I VTR CIASY AL DA T " I SEF PENT ELERCE AR AL
FEN ARALAH BIDTUL A | %ﬂ%ﬂlmﬂ
:—I P it e —— — |
mm DT L A REEL P R B A AN
—_— PURAICAN & RSO
SR PEHAR NN A |
—-J iR PEATIGG
PERLAET, Lo N
mﬁ DA EEa A
2.3 Kinerja Pelayanan DFMPTSP

Keberhasilan pemerintah dalam menangani setiap masalahnya
salah satunya dapat diukur melalui keberhasilan pelayanan yang
diberikan oleh pemerintah itu sendiri, namun pada kKenyataannya
masih banyak pemerintah yang belum mampu memberikan pelayanan
publik secara maksimal dikarenakan proses birokrasi yang masih
sangat berbelit-beht.

Dalam hal ini kinerja pelavanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dirasakan akan mampu dalam
memberikan pelavananan publik vang profesional, artinya pelayanan
publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dan
pemberi lavanan (aparatur pemerintah), dergan ciri sebagai berikut.

Efektif lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi
tujuan dan sasaran.

Sederhana,mengandung arti prosedur/tata cara pelayanan
diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta
pelayanan.

Kejelasan dan kepastian (transparan), mengandung arti adanya
kejelasandan kepastian mengenai.

a. Prosedur/tata cara pelayanan.
b. Persvaratan pelayanan, baik persyaratan teknis/persyaratan
administratif.
e, Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab
dalam memberikan pelayanan.
d. Rincian biaya/tarif pelavanan dan tata cara pembayarannya.
e. Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.
Keterbukaan, mengandung arti prosedur atau tata cara persyaratan,
satuan kerja atau pejabat penanggungjawab pemberi pelavanan, waktu
penvelesaian, rincian waktu/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan
dengan proses pelayananwajib diinformasikan secara terbuka agar
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mudah diketahui dan dipahami olehmasyarakat, baik diminta maupun

tidak diminta,

Efisiensi, mengandung arti,

a. Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-ha! berkaitan
langsungdengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap
memperhatikanketerpaduan antara persyaratan dengan produk
pelayanan yang berkaitan,

b. Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal
proses pelayanan masyarakat yang bersanghkutan
mempersyaratkan adanyakelengkapan persyaratan dari satuan
kerig /instansi pemerintah lain yang terkait.

Ketepatan waktu, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan

pelavananmasyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang

telah ditentukan.

Responsif, lebih mengarah pada daya tanggap ran cepat menanggapi

apa yangmenjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang

dilayeni.

Adaprif, cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan,

keinginandan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa

mengalami tumbuhkembang

Ciri-ciri yangmenentukan kualitas pelayanan publik tersebut yaitu

antara lain,

- Ketepatan walktu peclayanan, Yang meliputi waktu tunggu dan waktu

proses

- Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan.

- Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan.

- Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banvaknya petugas
yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer.

- Kenyvamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi,
ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasl dan
lain-lain,

- Ciri pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tungsu ber-AC,
kebersihan dan lain-lain.

Lima kualitas jasa yang di kenal scbagai SERVQUAL (ServiceQuality)

adalah:

Bukti langsung (Tangibles), adalah dimensi kualitas jasa Yyang

kaitannya denganfasilitasfisik, peralatan, personil dan komunikasi.

Adapun ciri-ciri yang berada dalam dimensiini antara lain ;

a. Fasilitas fisik yang menarik

b. Peralatan yang modern

¢. Penampilan petugas

d, Media informasi dan komunikasi

Kehandalan (|Reliability), dimensi ini mernunjukan kKemampuan

untukmemberikanpelayanan secara akurat dan andal, dapat dipercaya,

dan bertanggung jawab atas apayang dijanjikan. Adapun ciri yang
berada dalam dimensi ini antara lam.

2 Realisasi waktu, adalah ketepatan waktu antara janji layanan
dengan realisasinya.

b, Sikap terhadap penangan masalah.

¢, Konsisten layanan adalah tingkat kebenaran/ketepatan dalam
penvampaian layanan sejak awal pelayanan hingga tuntasnya
layanan,

d. Akurasi sistem pencatatan (dokumen), adalab tinglkat akurasi
system pencatatan yang tersedia.

Daya tanggap (Responsiveness), kemauan untuk membantu

konsumen bertanggung jawab terhadap kualitas pelayanan yang
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diberikan, Adapun atribut-atribut yang beradadalam dimensi ini antara

lain :

a. Informasi waktu, adalah kejelasan informasi tentang kepastian
waktu dalam penyampaian layanan. = -

. Kecepatan layanan, adalah tingkat kecepatan petugas dalam
menyampaikan pelayanan

c. Kesedizan membantu adalah kesediaan petugas pemberi layanan
dalam membantu pemohon,

d. Ketanggapan adalah sikap yang ditunjukan petugas dalam
menanggapi permintaan pemohon tanpa diganggu kesibukan yang
terlalu padat.

Jaminan |Assurance), dimensi ini mencakup pengetahuan dan
kesopanan petugas serta kemampuan untuk memberikan kepercayaan
kepada pelanggan. Dimensi ini juga merefleksikan kompetensi,
keramahan [kesopan-santunan) kepada pemochon dan keamanan
operasinya. Adapunatribut-atribut yang berada dalam dimensi ini
antara lain:

a. Kepercayaan adalah kepercaysan yang diberikan pelanggan
terhadap petugas pemberi layanan

b. Rasa aman adalah perasaan aman yang dirasakan responden
sewaktu melakukan transaksi dengan petugas pembern layanan

¢. Kesopanan adalah sikap sopan yang ditunjukan karyawan kepada
setiap pemohon dalam menyampaikan layanan

d. Pengetahuan petugas adalah tingkat pengetahuan petugas dalam
menjawab setiap pertanyaan pemohon

Empati (emphaty), adalah dimensi kualitas layanan yang menunjukan

derajat perhatian yang diberikan petugas kepada setiap pemohon.

Dimensi ini juga mereflekasikankemampuan petugas untuk menyelami

perasaan pemohon sebagaimana jika pekerja ini sendiri mengalaminya,

Adapaun ciri-ciri yang berada dalam dimensi ini antara lain :

a. Perhatian individual adalah perhatian pribadi yang ditunjukan
petugas dalam memberikan pelavanan pada masing-masing segmen
pemohon

b, Kenyamanan waktu, adalah kenyamanan waktu operasional

Perhatian terhadap kepentingan pemohon

Pemahaman kebutuhan pemohon adalah pemahaman petugas

terhadap kebutuhan spesifik masyarakat sebagal pemohon

o 0

2.4 ‘Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DFMPTSP

A. Kondisi Aktual dan Yang Diharapkan
Analysis lingkungan strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayvanan Terpadu Satu Pintu Daerah dilakukan dengan menggunakan
teknik analisis SWOT (Strengths, Weaknessess, Opportunities, Treats).
Dalam analisis ini akan diidentifikasi dan dinteraksikan kekuatan dan
kelemahan serta peluang dan tantangan. Sebagai langkah awal dalam
analisis, perlu diketahui kondisi awal dan kondisi yang diharapkan oleh
organisasi. Adapun kondisi awal DPMPTSPadalah sebagai berikut:
Dines Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu cenderung
bersikap sebagai koordinator SKPD teknis pengelola izin dan
penanarman modal
1. Belum optimalnya mutu pelayanan yang meliputi pelaksanaan
fungsi-fungsi manajemen, vaitu perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan evaluasi
2. Sebagian besar kegiatan pelayanan yang dilaksanakan belum
terstandart dan dalam pembiavaan belum mempunyai indeks biaya;
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L

Hubungan kerja/koordinasi teknis antara sesama SKPD pengelola

izin belum optimal

4. Belum jelasnya skala prioritas pelayanan perizinan dan non
perizinan serta penanaman modal = )

5. Belum terhimpunnya data akurat dan aktual yang mendukung
kegiatan penanaman modal

6. Belum optimalnya pemberdayaan bidang penanaman modal sebagai
sumber pendapatan daerah dan salah satu faktor pengungkit
pembangunan ekonomi

7. Rendahnya hubungan dengan pihak ketiga baik pada tingkat
daersh, nasional maupun internasional

8 Belum jelasnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dengan memperhatikan arah kecenderungan perkembangan organisasi
dan penerapan desentralisasi dan otonomi daerah, maka situasi masa
depan yang diharapkan adalah sebagai berikut;

1. Menjadi fasilitator administrasi perizinan dan non perizinan serta
penanaman modal;

3. Orientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dalam semua fungsi
MAan&ajemen;

3, Pelayanan perizinan dan penanaman modal vang akan
dilaksanakan telah terstandar serta dalam pembiayaan mempunyai
standart biaya yang realistis;

4, Mantapnva koordinasi internal antar unit kerja pada organisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudengan
semua SKPD pengelola izin.

5, Adanya skala prioritas pelayanan perizinan dan penanaman modal

&. Terhimpunnya data akurat dan actual untuk mendukung kegiatan
penanaman modal

7. Terwujudnya peran yang optimal bidang penanaman modal dalam
peningkatan pendapatan daerah dan sebagai  pengungkit
pembangunan ckonomi

4. Harmonisnya hubungan dengan pihak ketiga

o, Tersusunnya acuan pengembangan organisasi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

B.Identifikasi Faktor Eksternal dan Internal Organisasi
Faktor-faktor yang menyebablkan kondisi yang diharapkan dapat
dicapai perlu diidentifikasi berbagai faktor eksternal maupun internal
orgenisasi yang akan mempengaruhi pencapaiannya. Faktor eksternal
dikelompokkan atas peluang dan ancaman sementara faktor internal
dikelompokkan atas kekuatan dan kelemahan
Faktor eksternal vang teridentifikasi adalah sebagai berikut !

1. Peluang:

1. Tuntutan terhadap penanaman modal dan pelayanan terpadu yang
prima dan transparan sangat tinggi

2. Penanaman modal dan pelayanan terpadu  sebagai sumber
pendapatan daerah dan pengungkit pembangunan ekonomi

3. Adanya regulasi yang mendukung terciptanya kescjahteraan
pegawal pemberi pelayanan

4 Tersedianya teknologi informasi untuk menunjang kegiatan
penanaman modal dan pelayanan terpadu

5. Tersedianya tenaga ahli dalam mendukung kegiatan penanaman
modal dan pelayanan terpadu
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2. Ancaman :
1. Tingginya tingkat ketidakpastian prosedur yang baku selama
proses transisi pembentukan organisasi
2. Masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat
pemberi penanaman modal dan pelayanan terpadu
3. Masih rendahnya kesadaran aparat dalam mematuhi aturan yang
berlaku

Faktor internal organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Kekuatan :
1. Kapasitas kelembagaan penanaman modal dan pelayanan terpadu
yang semakin berkembang
2. Memililki kewenangan untuk mengelola penanaman modal dan
pelayanan terpadu
3. Adanyva kemauan yang kuat dari personil untuk maju

2. Kelemahan ;
1. Sumber daya keuangan yang sangat terbatas
2. Sumber daya manusia yang profesional masih terbatas
3. Sumber belajar yang terbatas
4. Koordinasi yvang kurang optimal

C. Interaksi Antar Faktor Internal dan Eksternal

Berdasarkan faktor-faktor eksternal dan internal yang discbutkan
di atas, selanjutnya akan diromuskan isu-isu  strategis yang
dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, vaitu comparative advanrage,
mobilization, investmernt/divestment dan status gue. Isu-isu strategis
tersebut adalah sebagai berikut:

1. Comparative Advantege (Interaks: antara Peluang dan Kekuatan)

1. Mengembangkan kapasitas kelembagaan penanaman modal
dan pelayanan terpadu untuk mewujudkan pelayanan prima
dan transparan

2. Mengimplementasikan kewenangan yang didukung jaminan
kesejahteraan pegawai, dan teknologi informasi

3, Peningkatan kapasitas pegawai melalui pemanfaatan teknolog
informasi dan tenaga ahli

2. Mobilization (Interaksi antara Kekuatan dan Ancaman)|

|. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan membentuk sistem
dan prosedur yang baku untuk penanaman modal dan
pelayanan terpadu

2. Mengefektifkan wewsnang vang dimiliki untuk menumbuhkan
kepercavaan masyarakat

3. Dengan kemauan yang kuat menjalankan tugas sesuai aturan
menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa

3. Investment Divestment (Interaksi antara Peluang dan Kelemanan)
1. Sumber keuangan ditingkatkkan dengan pemberdayaan
penanaman modal dan pelavanan terpadu sebagai sumber
pendapatan dan pengungkit pembangunan ekonomi
. Memanfaatkan tenaga ahli dan kemajuan teknologi informasi
untuk meningkatkan pembelajaran membentuk
profesionalisme
3. Meningkatkan koordinasi melalui pengembangan jaringan kerja
4. Status Quo {Interaksi antara Kelemahan dan Ancaman)

1. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatlcan

profesionalisme aparat pelayanan

[
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2. Meningkatkan sumber daya keuangan melalui pengembengan
organisasi yang stabil dan terarah

2. Melakukan pembelajaran tentang aturan-aturan hukum yang
berlaku untuk menumbuhkan kesadaran kepatuhan aparat
terhadap hukum.
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BAE II1
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DPMPTSP

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan DPMPTSP

Kondisi awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Cianjur di bentuk pada tanggal 14 Apustus
tahun 2009 sesuai dengan Peraturan Mendagri No. 100 tahun 2016
tentang Pedoman Namenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dibentuknya
DPMPTSP tersebut bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi sebagai salah satu indikator yvang menunjang pelayanan
kepada masyarakat atau investor dengan dapat memberikan
kemudahan, kenyaman dan keamanan dalam hal penanaman modal
maupun perizinan. Melihat situasi dan kondisi sckarang ini, yang
diwarnai oleh kehidupan masyvarakat vang semakin sulit yang
dituniukkan dengan kian beriambahnya pengganguran dan semakin
rumitnva berbagal macam proses pengurusan ijin di lembaga-lembaga
pemerintahan maupun swasta, dengan dibentuknya Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSPF) diharapkan
proses penyelenggaraan perijinan yang dimulai pada saat berkas masuk
sampai dengan terbitnya ijin dilaksanakan pada satu tempat yang
sama, dan masyarakat tidak perlu membayarkan/memberikan biaya-
biaya tambahan apapun di luar dari peraturan daerah yang telah di
tetapkan dalam hal perizinan, penanaman modal asing maupun
penanaman modal dalam negeri,

Sebelum terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, sistem dan proses perizinan sering mengalami
hambatan yvang disebabkan:

Belum adanya kepastian waktu penyelesaian proses perizinan; Hal ini
disebabkan karena proses yang berbelit dan keterkaitan dengan
lembaga teknis.

Belum adanya kejelasan kelengkapan administrast dalam mengurus
perizinan; Hal ini disebabkan karena wewenang dan penandatanganan
masih berada dibanvak pihak dan presedur sulit disederhanakan
karena ego sektoral di banyak SKPD Teknis.

Belum adanya kepastian jumlah biaya yang harus dibayar untuk
mempercleh sualu jenis izin; Hal ini disebabkan belum ada dasar
hukum yang mengatur masalah tarif untuk beberapa izin.

Masih adanya para pelayanan yang melakukan pungli dan gratifikasi,
Hal ini di sebabkan karena belum adanya sistem yang mengatur

tentang dilarangnya melakukan pungli dan gratifikasi contohnya semua
iZin.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Walkil
Kepala Daerah Terpilih

Visl

Visi merupakan ramusan umum mengenal keadaan yvang
diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun Visi Kabupaten
Cianjur dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah: “Cilanjur Leblh Maju
dan Agamis®”. Dimana makna pernyataan visi Pemerintah Kabupaten
Cianjur diatas bahwa: Cilanjur Lebih Maju adalah pembangunan akan
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terus meningkat dengan semangat kemandirian penuh inovasi di semua
bidang baik infrastruktur, ekonomi, kesehatan maupun pendidikan
dalam upaya mensejahterakan masyarakat, sedangkan Cianjur lebih
Agamis adalah pembangunan manusia yang bérlandaskan nilai-nilai
akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan
pembangunan di berbagai sektor,

MIsI

Misi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur 2016-

2021 selama lima tahun kedepan sebagai komitmen untuk mencapai

visi, sebagai berikut:

1, Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan
lingkungan

2, Peningkatan pembangunan kKeagamaan

3, Peningkatan akselerasi pembangunan manusia melalui peningkatan
pembangunan bidang pendidikan, keschatan dan ekonomi (saran
penyempurnaan; Akselerasi pembangunan manusia dengan
peningkatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan
elkonomi)

Keterkaitan DPMPTSP dengan visi dan misi Bupati, DPMPTSP
berada di misi ketiga, untuk mewujudkan daerah berdaya saing dengan
hasis perekonomian masyarakat dan memanfaatkan sumber daya lokal
dan posisi geografis sebagai sub koridor pembangunan wilayah nasional
dengan persiapan pengembangan daerah industri dan perdagangan
barbasis ekonomi kerakyatan, DPMPTSPherusaha menark investor
dalamnegeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya yautu
dengan membuka industri-industri yang baru untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan berkualitas dan meningkatkan
investasi dalam penyiapan pengembangan industri dan perdagangan
berbasis ekonomi kerakyatan dan menyelenggarakan tata kelola
pemerintahan vang baik dan bersih serta bertanggungjawab, berjiwa
melayani dan mengayomi masyarakat dan terwujudnya pelayanan
putlik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh

lapisan masyarakat dan hal ini sesuai dengan pelayanan yang di
lakukan DPMPT3F.

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Kabupaten

Secara umum, DPMPTSP Kabupaten Cianjur memiliki tujuan dan
sagaran untuk menjadi Dinas yang memberikan pelavanan prima
dibidang perizinan dan menciptakan iklim investasi yang dapat
mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Cianjur dan
meningkatkan daya saing ekonomi Kabupaten Cianjur,

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis

Pemberian pelavanan prima di  bidang penyelenggaraan
penanaman modal dan perizinan dalam rangka peningkatan Investasi
Daerah Kabupaten Cianjur, sebagai tujuan DPMPTSFP Kabupaten
Cianjur, harus berjalan selaras dengan Rencana Tata Ruang yang
tertuang didalam Peraturan Daerah No 17 Tahun 2012 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur terutama dengan
tersedianya rencana kawasan perindustrian di Kabupaten Cianjur (di
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Kecamatan Mande, Ciranjang, Sukaluyu) yang akan berimplikasi
terhadap pengembangan iklim investasi melalui pertumbuhan investasi
di Kabupaten Cianjur sebagai Kabupaten yang memiliki pertumbuhan
ekonomi secara signifikan berorientasi terhadap lingkungan hidup serta
untuk mewujudkan Kabupaten Clanjur sebagai Kabupaten yang Bersih,
Sehat, dan Memikat.

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Berdasarkan telaahan wisi, misi dan Program Kepala Daerah
Terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021,
maka pada pokoknya yang menjadi  indikator sasaran dari
pembangunan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu adalah dengan meningkatnya jumlah realisasi
investasi di Kabupaten Cianjur. Upaya pemerintah untuk mengatasi
masalah tersebut dilakukan melalui sejumlah program dan strateg
yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan tarafl
kesejahteraannya. Program-program  yang  berkaitan dengan
peningkatan realisasi investasi di Rabupaten Cianjur dalam strateginya
tentu saja memerlukan kerjasama, dukungan dan sinergl semua pihak
baik melalui program sektoral (pemerintah pusat), pemerintah daerah,
masyarakat maupun dunia usaha.

Bahwa dengan memperhatikan kepada identifikasi permasalahan
berdasarkan tugas fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur berilout isu-isu strategis yang
dituangkan didalam RPJMD Kabupatcn Cianjur Tahun 2016-2021 serta
analisi SWOT sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan
isu-isu strategis yang perlu ditangani oleh DPMPTSP Kabupaten Cianjur
Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Peningkatan Daya SaingEkonomi

Penyebaran informasi profil investasi (peluang usaha)
Peningkatan kapasitas penyelenggaraan perijinan
Pengurangan Tingkat Kemiskinan

Perluasan Kesempatan Kerja

Kerjasama antar Daerah di Bidang Penyelengaraan Penanaman
Modal dan Perijinan

O 1 B 0 0
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 69 Tahun 2016
tentang Uralan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di
Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, maka Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur adalah melaksanakan Urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Penanamen Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,dimana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
tersebut DPMPTSP Kabupaten Cianjur pun harus mengacu pada Visi
dan Misi serta Arah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
Hal ini dimaksudkan agar terdapal keselarasan dengan péncapalan
tujuan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur.

Adapun Visi Kabupaten Cionjur sebagaimana dalam RPJMD
Kabupaten Cianjur Tahun 2016 - 2021 yaitu"Cianfur Lebih Maju dan
Agamis”, sedangkan Misi yang berkaitan dengan urusan penanamdan i
modal dan pelayanan terpadu  satu  pintu berada pada misi
ketigaKabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 yaitu |
“Meningkatkan pembangunan manusia di melalui akselerasi di bidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi”,dimana salah satu fujuandarn misi
tersebut yang berkaitan dengan urusan penanaman modal adalah :
“mewwjudkan kemandirian ekonomi daerah berbasis kerakyatan”,
dengan sasaran“menguamya ekonomi daerch”,, Adapun untuk lebih
jelasnva dapat dilihat s=sbagaimana tabel berikut ini :

Target

M | Misi
[ O REIMD

'.'..-'ll : R I- '-!'. .:__I j_'.. -'I‘_.: . :.'ﬁ,l.".::i ,:.

. M:S;;ER Jumla perse

- bor o | Meni | h Nilai Mening | ntase

pc&;l] EE;ng ngka | Invest katnya | peni

| manusia | tkan | asi pelayan | ngka

| bt iklim | Bersek an |

‘ lenal e Inves ala 1,82 | perizin juml

1 ai i tasi | Nasion | (Trili an ah | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100
bidang dan al run) untgk perizi |

pendidik pelay | (PMDN mening | nan

o anan | fPMA) | katkan | yang

e prim Rp. investa | diter |

201 | 201 | 202 | 202 |
h

lkesehata | L I ;
T T (Triliv 51 bitka

| ekonomi unj | |

v Jumlah target kinerja tahunan dari Persentase Peningkatan
Jumlah lzin yvang diterbitkan vaitu diambil dari rumus jumlah
izin terbit dikurangi jumlah pemohon izin dibagi jumiah pemhon
izin di kali 100%.
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BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan untuk menjadi pedoman, pegangan, atau petunjuk
dalam pengembangan/pelaksanaan program/ kegiatan. Sedangkan
kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah
dalam mencapai target-target sasaransedangkan Kebijakan yang
dirumuskan harus dapatmembantu menghubungkan strategl kepada
snsaran secara lebih realistis, memperjelas atrategi schingga lebih
fokus, konkrit, dan operasional, serta mengarahkan pemiliban kegiatan
bagi program prioritas agar mementihi kriteria USG (urgency, seriously,
growth|. Adapun strategi dan kebijakan yang akan dicanangkan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Sata Pintu Kabupaten
Cianjur Tahun 2016-2021 sebagai pedoman untuk mencapai sasaran-
spsaran sebagaimana telah dikemukakan di atas disajikan pada Tabel
di bawah ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategis clan Kebijakan

VISI . Cianjur Lebih Maju dan Agamis
MISI I : Meningkatkan pembangunan manusia melalul akselerasi

ikan, keschatan dan ekonomi

Meningkatnya Meningkatkan
pelayanan daya saing
perizinan untuk investasi, tenaga
meningkatkan kerja dan produk | | 40eif
| investasi lokal

E
E

Penciptaan
iklim usaha

yang

Meningkatkan
fiklim Investas
dan pelayanan
prima

—
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BAB V1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penyusunan rencana program den kegiatan DPMPTSP

dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran serta
sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan, yang terdiri dari :

1

bt

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Rp. 1.200.000.000)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem pelayanan
administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan Dagas
dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sasaran dari Program
ini adalah dalam rangka meningkatkan sistem administrasi
perkantoran yang tertib dan lancar. Rincian Program ini dijabarkan
melalui kegiatan sebagai benikut:
d Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
. Penyediaan Alat Tulis kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan
Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
undangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor
- Rapat — rapat koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
- Rapat - rapat Koordin asi dan Konsultasi luar daerah
- Penyediaan Jasa Pengainanan Kantor
Penvediaan Peralatan Kebersihan Kantor
- Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor

Program Peningkatan SQarana dan Prasarana Aparatur (Rp.
500.000.000)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kerja
aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan
kepada masyarakat. Sasaran dari program ini adalah tersedianya
sprana dan prasarana aparatur yang representative dalam rangka
pelaksanaan tugas yang professional. Implementasi kegiatannys
meliputi:
- Pengadaan Mebeulair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

Pengadaan Kendaraan Oprasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan (Rp. 25.000.000)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan laporan
capaian kinerja dan keuangan, data serta bahan evaluasi
program [kegiatan priontas yang alourat. Sesaran program ini
adalah meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan
keuungan, data, bahan evaluasi untuk pengendalian
pemnbangunan Urusan penanaman modal, Implementasi program
ini dituangkan melalui kegiatan:
. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
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- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Program Perencanaan dan Penganggaran (Rp. 100.000.000)
Program ini bertujuan untuk meningkatkan _penyusunan
perencanaan dan penganggaran dalam menunjang pelaksanaan
tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Sasaran dari program
ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran
pada Dinas yang meliputi:

Penyusunan Renja Per Triwulan OPD

Penyusunan REenja Per Tahun OPD
- Penyusunan Renstra OPD
-  Penyusunan RKA - DPA OPD dan RKAF - DPPA OFD
- Penyusunan LPPD OFD
- Penyusunan LKjIP OPD
- Penyusunan Tapkin OPD
- Evaluasi Kinerja

Program Peningkatan Iklim Investas:, Realisasi Investasi dan

Pelavanan Perizinan ( Rp. 2.035.000.000)

Tujuan dan sasaran pada program ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Dengan rincian kegiatan scbagal benkut:

- Penyebaran Informasi Peraturan Perizinan

- Penanganan Pengaduan

- Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Penyelenggaraan Pameran Investas

- Pembangunan Sistem Informasi Perizinan Online
Pemeliharaan Sistemn Informasi Perizinan
Pemeliharaan Web Site

. Penyelenggaraan Temu Usaha Besar dan Kecil

- Penyusunan RUPM

- Penyusunan Buku Profil Invetas:

- Penyelenggaraan Survey dan Pemeriksan Lapangan

. Penyelenggaraan Sinergitas Bidang Penanaman Modal
Penyelenggaraan Sinergitas Bidang Pelayanan Perjjinan
Penyusunan dan Pemutahiran Produk Hukurm Pelayanan
Perijinan

- Penyiapanan Sarana dan Prasarana Pelayanan Perijinan
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sasaran strategis ditetapkan secara rinci dan detail untuk
periode tahunan, dimaksudkan untuk mendukung setiap strategi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKebupaten Cianjur. Kkeberhasilan pencapaian sasaran strategi
perlu diukur dan dilaporkan setiap tahun, sehingga setiap
sasaran strategi perlu ditetapkan indikator kinerjanya.

Indikator kinerja DPMPTSP yang menjadi tolak ukur dalam
pencapaian strategi 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai
berikkut @ Persentase Peningkatan .Jumlah Perizinan Yang
Diterbitkan

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP yang Mengacu pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD

PErseniass
| | Peningkata 80 g0 | 100 | 100 | 100 | 100 160
n jumiah
perizinan
yang

diterbitkan | -

Capaian yang pernah diraih oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur adalah
Persentase Peningkatan Jumlah Perizinan Yang Diterbitkan pada
Tahun 2017 dan Tahun 2018 tercapai 100%, kemudian pada
tehun 2017-2018 DPMPTSP sudah membuat 3 Sistem Yaitu
Sistem Informasi Perizinan berbasis WEB, Website Perizinan, dan
Sistem Perizinan Online,

Acuan Pembuatan Renstra DPMPTSP Kab. Cianjur yaitu
dari DPMPTSP Kabupalen Badung, DPMPTSP Kabupaten
Jimbaran, DPMPTSP Kabupaten Cimahi dan DPMPTSP
Kabupaten Sukabumi. yang mana Kabupaten tersebut unggul
dalam segi pelayanan, ketatalaksanaan, dan perencanaannya
tingkat nasional. Tentunya itu sebagai acuan kami dalam
pembuatan Renstra DPMPTSP Kab, Cianjur.
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EBARB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) menjadi sangat penting artinya
dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait
dengan perencanaan pembangunan daerah sebagal wujud nyata
dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai
kebutuhan masvarakat yang mengedapankan perencanaan
pembangunan vang berbasis pada masyarakat, Community Base
Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para
pelaku-pelaltu (stakeholders) dalam  menciptakan Crood
Gavernance sesual dengan tuntutar paradigma baruy, vang pada
gilirannya akan mampu menciptaltan kebijaksanaan vyang
dampaknya merembes kebawah (tnckle down effect] sehingga
keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Demikian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur Tahun 2016 -
2021 vang akan dijadikan pedoman pelaksanaan kegiatan selama
kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Cilanjur, Januari 2019
KEPALA,

H. CECEP 8. ALAMSYAH
NiP. 196603503 198903 1 002
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